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ABSTRAK

Pemilihan Umum dianggap sebagai tahapan paling awal dari berbagai mata rantali
kehidupan bernegara yang demokratis, sehingga Pemilihan Umum merupakan hal
pokok mekanisme sistem politik demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu yang
demokratis tentunya juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk
menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai penyelesaian perselisihan proses
pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 470 hingga Pasal 472
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan
dalam proses pemilu. Dalam rangka menjalankan kewenangan penyelesaian
perselisihan proses pemilihan umum, telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada
Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah metode penelitian normatif yang, sedangkan teknik pengumpulan
data diperoleh melalui riset kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang
dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum.Peradilan Tata Usaha
Negara mempunyai kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait objek sengketa
serta prosedur penyelesaian sengketa, peraturan komisi pemilihan umum yang
berubah-ubah, dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang singkat. Solusi yang
dilakukan adalah Peradilan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi dengan pihak
penyelenggara Pemilu terkait objek sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa,
melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum terkait dengan peraturan
yang baru, dan memberikan waktu tambahan saat pengajuan gugatan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara.



ABSTRACT

General elections are considered as the earliest stages of the various links of a
democratic state life, so that general elections are the core of the mechanism of a
democratic political system. The process of organizing democratic elections, of
course, it must also provide a legal mechanism to resolve possibility election
violations. The purpose of this research is to find out the regulations regarding the
settlement of disputes over the general election process in the Administrative Court.
Article 470 to Article 472 of Law Number 7/2017 on General Elections has
regulated the authority of the Administrative Court to resolve disputes over the
electoral process. In order to carry out the authority to resolve disputes over the
electoral process, Supreme Court Regulation No. 5/2017 on Dispute Resolution in
the General Election Process at the Administrative Court has been issued. The
research method that is applied in this legal writing is a normative research
method, while the data are obtained through library research and interviews with
the experts. Based on the results, it can be concluded that the Administrative Court
is authorized to resolve general election administration disputes. Administrative
Court has obstacles such as the lack of socialization related to the object of the
dispute and dispute resolution procedures, the changing regulations of the general
election commission, and the short grace period for filing a lawsuit. The solution is
for the Administrative Court to coordinate with the election organizers regarding
the object of the dispute and dispute resolution procedures, coordinate with the
general election commission regarding the new regulations, and provide additional
time when filing a lawsuit.

Keywords: Authority, General Election, Administrative Court.
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